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BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPAT【 MAGETAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 dan Pasal

201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL, maka dipandang perlu

menetapkan pemberian uang persediaan dalam pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015 dengan Peraturan Bupati;

1. Undang Undang Nomor t7 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47 Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Menimbang :

Mengingat
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2O04

Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lcmbaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor

45781;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 201 I Nomor 310);

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 680 );

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1O Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol5 (lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEMBERIAN  UANG

PERSEDIAAN   DALAM   PELAKSANAAN   ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH TAHUN ANGGARAN

2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Magetan

selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

2. Pengguna Anggaran adalan Pejabat pemegang kewenangan

penggunaan arrggaran untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

pengguna zrngggaran dalam melaksanakal tugas dan

fungsi SKPD.

4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat

fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Ke{a

SKPD.

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat

SPP adalah dokumen yang diterbitJ<an oleh pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
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8.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP

adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk permintaan uang muka ke{a yang

bersifat pengisian kembali lreuoluingll yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB H

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang

⌒

Persediaan yang dikelola oleh

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara

Pasal 3

(1) Uang Persediaan sebagaim4l4 dimaksud dalam Pasal 2

digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Tidak

l,angsung dan Belanja l.angsung, yang bukan melalui

pembayaran langsung.

(2) Jumlah paling tinggi pagu Uang Persediaan bagi setiap

SKPD, sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

(3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari,

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran

Pembantu diijinkan mempunyai persediaan uang paling

tinggi Rp. 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).

Pasa1 4

(1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya

sekali dalam I (satu) tahun anggaran dengan



menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan

kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-

GU.

(2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan l.aporan

Pertanggungiawaban Ganti Uang Persediaan.

BAB HI

KD「ENTUAN PENUTUP

⌒

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

pada tanggal

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 2 Januari 2015

Diundangkan di Magetan

pada tangga1 2 Januari 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 2

5

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI



LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL: 2 Januan 2015

DA「FAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」A DAERAH

KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2015

ヘ

NO SATUAN PERANGKAT DAERAH JUMLAH

1. 2. 3。

１
■ Dinas Pendidikan Rp。    1.000.000.000,00

2. Dinas Kesehatan Ro.    1.000.000.000,00

3. RSUD dr Savidilrlan Ro.      20.000.000,00

4. Dinas Pekeriaarl umum BMCK Rp.     650.000.000,00

5. Dinas Pekeriaan Umum Pengairan Ro.     400.000.000,00

6。 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Rp.     300.000.000,00

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika

Rp.     200.000.000,00

8. Badan Linskunean Hidup Rp.     300.000.000,00

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Rp.     125.000.000,00

10。 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Rp.     200.000.000,00

１
■
１
■ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi
Rp.     250.000.000,00

12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menensah

Rp.     125.000.000,00

13. Badan Kesatuan Bang叡 ■dan Politik Rp.     200.000.000,00

14. Satuan Polisi Pamong Prala Rp.     100.000.000,00

15。 Badan Penansgulangan Bencana Daerah Rp.     100.000.000,00

16. Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum

Rp。     100.000.000,00

17. Bagran Administrasi Kesejahteraan
Rakyat

Rp.     200.000.000,00

18. Basian Hukum Rp.      75.000.000,00

19. Basian Administrasi Pembangunan Rp.     100.000.000,00

20。 Basian Administrasi Sumber Daya Alam Rp.      50.000。 000,00
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１
■
Ｏ
Ｚ Baeian Administrasi Perekonomian Rp.     125.000.000,00

22. Begran Organisasi dan Tata laksana Ro.      75.000.000,00

23. Basian Umum Rp. 500.000.000,00

24. Basian Humas dan Protokol Rp。      75.000.000,00

25. Sekreta五at DPRD Rp. 1.250.000.000,00

26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Rp. 480.000.000,00

27. Badan Kepegawaian Daerah Ro.     175.000.000,00

28. Inspektorat Rp. 125.000.000,00

39. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Rp. 25.000.000,00

30. Dinas Pendapatan Daerah Rp. 300.000.000,00

31. Kantor Pelayanan Periiinan Terpadu Ro.     100.000.000,00

32. Kecamatan Magetan Ro.      25.000.000,00

33. Kelurahan Manisreio Rp. 20.000.000,00

34. Kelurahan Magetan Ro。      20.000.000,00

35。 Kelurahan Selosarl Rp. 2O.OOO,O00,O0

36. Kelurahan Tambran Rp. 2O.0OO.OOO,00

37. Kelurahan Kepoloreio Rp. 20.000.000,00

38. Kelurahan Kebonasunq Rp. 20.000.000,00

39. Kelurahan Tawanganom Rp. 20.000.000,00

40. Kelurahan Bulukerto Rp. 20.000.000,00

41. Kelurahan Manqkuiayan Rp。      20.000.000,00

42. Kelurahan Sukowinansun Ro。      20.000.000,00

43. Kecamatan Panekan Rp. 3O.0OO.OOO,00

44. Kelurahan Panekan Rp. 20.000.000,00

45. Kecamatan Plaosan Rp.      25.000.000,00

46. Kelurahan Plaosan Rp. 20.000.000,00

47. Kelurahan Sarangan Rp. 20.000.000,00

48. Kecamatan Poncol Rp.      30.000.000,00

49. Kelurahan Alastuwo Rp. 2O.OOO.00O,0O

50。 Kecamatan Parans Rp. 3O.O0O.O00,OO

51. Kelurahan Parang Rp. 20.000.000,00

52. Kecamatan Lembeyan Rp.      30.000.000,00

53. Kelurahan l,embeyan Kulon Ro.      20.000.000,00

54. Kecamatan Takeran Rp.      25.000.000,00

55. Kelurahan Takeran Rp. 20.000.000,00

56. Kecamatan Kawedanan Rp. 25.000.000,00
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57. Kelurahan Kawedanan Rp. 2O.OOO.O0O,OO

58. Kelurahan Sampunq Ro.      20.000.000,00

59. Kelurahan Reiosari Rp. 2O.0OO.O00,O0

60. Kecamatan Bendo Rp. 25.OOO.O0O,OO

61. Kelurahan Bendo Rp.      20.000.000,00

62. Kecamatan Maospati Rp. 3O.OOO.O0O,OO

63. Kelurahan Maospati Rp.      20.000.000,00

64. Kelurahan Mranggen Rp. 2O.OOO.OO0,O0

65. Kelurahan Kraton Rp. 2O.OOO.OO0,O0

66. Kecamatan Barat Rp. 25.00O.OO0,O0

67 Kelurahan Tebon Rp. 2O.OOO.OOO,OO

68. Kelurahan Mangge Ro.      20.000.000,00

69. Kecamatan Karanereio Rp. 3O.OOO.O0O,O0

70. Kelurahan Karanereio Ro.      20.000.000,00

71. Kecamatan Sukomoro Rp.      30.000.000,00

72. Kelurahan Tinap Rp. 2O.OOO.OOO,OO

73. Kecamatan Kartohario Ro.      30.000.000,00

74. Kecamatan Karas Rp.      25.000.000,00

75. Kecamatan Nearibovo Rp. 25.0OO.O0O,O0

76. Kecamatan Nzuntoronadi Rp.      30.000.000,00

77. Kecamatan Sidoreio Rp. 30.OO0.OOO,0O

78. Badan Ketahanan Pangan Ro.     125.000.000,00

79. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Rp. 250.000.000,00

80. Kantor Arsip dan Perpustakaan Ro.     100.000.000,00

81. Dinas Pertanian Ro.     400.000.000,00

82. Dinas Petemakan dan Perikanan Ro.     250.000.000,00

83. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rp.     250.000.000,00

84. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda
dan Olah Raga

Rp. 350.O00.0OO,OO

85, Dinas Perindustrian dan Perdaqangan Rp. 25O.OOO.OOO,O0

」UMLAH Rp. 11.76O.(XX).(XX),(X)
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